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DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Padang yang memeriksa dan mengadféerkara
tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkar
penetapan dalam perkara Pembatalan Perkawinan antara:

Penggugat, tempatdan tanggallahir Padang, 31 Juli 1997,agama
Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tanggapendidikan SLTA,
tempatkediaman di Kota Padang, Provinsi Sumatera
Barat, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Padang, 12 November 1989, agama
Islam, pekerjaan Karyawan Swastapendidikan SLTA,
tempat kediaman diKota Jakarta Selatan, Proving&iKi
Jakarta, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugatdengan suratgugatannya tertanggdb Juli 2024

yang terdaftadi Kepaniteraan Pengadilan Agama Padang pada hén juga

dengan register perkara Nomor 000/Pdt.G/2024/PA.Pdg mengemukakan

hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada
tanggal 28 Juni 2024, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor:
1371091062024085yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama
Kecamatan Kuranji, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat pada tanggal 28
Juni 2024;
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2. Bahwa setelah menikah Penggugatlengan Tergugatsepakatmembina
rumah tangga diumah keluarga PenggugatTiruko | AC No.14, RT 005
RW 010, Kelurahan Korong GadangKecamatan KuranjiKota Padang,
Provinsi Sumatera Barat, sampai akhirnya berpisah;

3. Bahwa selama pernikahan Penggugadengan Tergugat,belum bergaul
sebagaimana layaknya suami istri;

4. Bahwa awalnya pernikahanPenggugat dengan Tergugat berlangsung
karena adanya paksaan d&eluarga besar Penggugat, paman Penggugat
menjodohkan Penggugatengan Tergugatsebelum menikah Penggugat
hanya beberapa kabhertemu dengan Tergugapada pertemuan pertama
Penggugatmenolak perjodohan tersebdbn keluarga Penggugainalah
mengatakan kepada Penggugat ingat umur, umur sudah tua, untung-untung
ada yang maujkutin sajajika pernikahan irhatalmaka Penggugatkan
membayardenda kepada Tergugatpleh karena itu Penggugaterpaksa
untuk menurupierjodohan tersebut. Dan ketika bertemu untuk yang ketiga
kalinya keluarga Penggugat dengan keluarga Tergugat langsung
menetapkan tanggabpernikahan tanpa adanya kesepakatan antara wali
nasab Penggugat, karena orang tua Penggugat sudah berpisah dan saat ini
kedua orang tua Penggugdiertempatinggaldi Batam dan kedua orang
tua Penggugat juga sudah menyetujuiperjodohan Penggugatdengan
Tergugat.Kemudian 2 (dua)bulan sebelum menikah Penggugaempat
kaburdari rumah karena tidak ingin melanjutkan pernikahan mamun
keluarga Penggugattetap ngototingin melanjutkan pernikahan antara
Penggugat dengan Tergugat;

5. Bahwa setelah Penggugatdengan Tergugatmenikah,Penggugatmulai
merasa ketakutan dan terancam dengan pernikahan Penggudehgan
Tergugat, serangan panik juga dirasakan dan sesak nafas dikarenakan
Penggugattidak bisa menerima pernikahan tersebdath Penggugatjuga
merasakan sakit diada Penggugat, akan tetapu Penggugat masih tidak
ada pengertian sama sekali padahal Penggugat sering merasakan serangan
panik dan sesak nafas bahkan sudah berpikir untuk melakukan percobaan
bunuh diri.Penggugatsempatmengatakan kepada keluarga Penggugat
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untuk tidak melanjutkan rumah tangga dengan Tergugatakan tetapi
keluarga Penggugatnenyuruh untuk tetap bisa menjalanimah tangga
Penggugatdengan Tergugatdan setelah pernikahan Tergugiiga tidak
membuktikan janji-janjiergugat yang pernah Tergugat bilang kepada
Penggugat,dan Tergugatjuga suka mengadu tentang Penggudadpada
keluarga Penggugat;

Bahwa setelah beberapa hari berjalannya rumah tangga Penggugat dengan
Tergugat, Tergugat membawa Penggugat untuk ikut ke Jakarta dikarenakan
Tergugat mempunyaiisaha di Jakarta, kemudian Tergugatmengatakan
kepada Penggugatuntuk sementara tinggali toko tempatusaha yang
dimilikiTergugat, kemudian pada tanggd3 Juli 2024 disaatPenggugat
dengan Tergugat menuju ke Bandara dan sampainya di Bandara Penggugat
kabur meninggalkan Tergug&emudian Tergugamencoba menghubungi
Penggugatdan kembali mencoba mengajakPenggugat untuk ikut ke
Jakarta, akan tetapPenggugattetap tidak ingin ikdengan Tergugatlan
Penggugatmenyuruh Tergugatpergi saja sendirike Jakarta. Kemudian

sejak itu Tergugat pergi ke Jakarta sendiri sampai sekarang;

Bahwa sejak tanggal3 bulan Julitahun 2024 antara Penggugaengan
Tergugat sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang lebih kurang 7 (tujuh)
hari lamanya;

Bahwa berdasarkanuraian di atas maka gugatan Penggugat sudah
beralasan dan sudah memenuhi persyaratan untuk pembatalan Perkawinan
yaitu karena Paksaan dan kemunkinan ada hal lain tentang Tergugat
sehingga membuakeluarga Penggugatngototingin sekali menikahkan
Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan uraian permasalahan di atas Penggugat berkesimpulan
tidak mau lagiuntuk melanjutkan tagierkawinan dengan Tergugatleh

karena itu Penggugat memutuskan untuk mengajukan pembatalan
perkawinan menurut peraturan hukum yang berlaku;
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10.Bahwa berdasarkan hal- hal tersebut di atas, Penggugat dalam
menyelesaikan perkara ibersedia untuk membayaegala biaya yang
timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa Berdasarkan alasan-alasan tersebdiatas, Penggugatmohon
kepada Yth.Ketua Pengadilan Agama Padang C.¢lajelis Hakim Pengadilan
Agama tersebutberkenan memeriksa dan mengadiligatan Penggugatni,
serta memberikan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkangugatan Penggugat.

2. MembatalkanPerkawinan Penggugat (Penggugat) dengan Tergugat
(Tergugat) yang dilangsungkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan
Kuranji Kota Padang Provinsi Sumatera Barat pada tanggal 28 Juni 2024,

3. Menyatakan Akta Nikah dan Kutipan Akta Nikah Nomor:
1371091062024088anggal28 Juni 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor
Urusan Agama Kecamatan Kuranjidak berkekuatan Hukum Tetap/Batal
Demi Hukum;

4. Membebankan kepada Penggugat biaya perkara.

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hanilan tanggasidang yang telah ditetapkan, Penggugat
datang menghadap sendidi persidangansedangkan Tergugatidak datang
menghadap dpersidangan dan Tergugatelah dipanggike alamatTergugat
oleh Jurusita PenggantiPengadilan Agama Jakarta Selatan tangga22 Juli
2024,untuk sidang tangg&9 Juli 2024 ternyata menurbkrita acara relaas
panggilan tersebut, alamat Tergugat tidak diketemukan karena nomor rumahny:
tidak ada sehingga panggilan disampaikan ke Kelurahan Pesanggrahan;

Bahwa selanjutnya majelis memberikan penjelasan kepada
Penggugattentang panggilan kepada Tergugabelum sah karena alamat
Tergugat tidak ada nomor rumahnya sebagaimana dalam suragugatan
Penggugat,dan atas penjelasan majelis tersebutPenggugat menyatakan
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mencabutperkaranya karena akan mencaiamatTergugatyang baru dan
mohon kepada majelis untuk mengabulkannya;

Bahwa untuk ringkasnya uraian penetapanditunjuk hal-hayang
tercantum dalam berita acara sidang dan seluruhnya dianggap telah tercakup
dalam penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang,bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugaidalah
sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati
Penggugat agar mengurungkanniatnya untuk membatalkanperkawinan
dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil ke alamat yang
dicantumkan Penggugat dalam surat gugatannya y#&dmgiek Kodam, RT
008 RW 005, Kelurahan PesanggrahanKecamatan PesanggrahanKota
Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, oleh Jurusita PenggantiPengadilan
Agama Jakarta Selatan dan berdasarkan berita acara panggilan tersebut
ternyata nomorrumah dari alamat Tergugat tersebuttidak ada, dengan
demikian panggilan kepada Tergugat belum sah;

Menimbang, bahwa oleh karena panggilan kepada Tergugat belum sah
karena nomor rumah alamat Tergugat yang tertulis dalam surat gugatan tidak
ada, maka Penggugat menyatakan mencabut perkd@réma akan mencari
alamat Tergugat yang baru dan mohon dikabulkan, oleh karenanya pencabutan
perkara tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang,bahwa karena Penggugatmencabutperkaranya,dan
pencabutan perkara tersebuitlah memenuhmaksud Pasal 271 Rv, oleh
karena itu pencabutan perkara tersebutiapat dikabulkan dan karenanya
Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Padang untuk
mencatat percabutan tersebut pada register perkara;

Menimbang,bahwa oleh karena Penggugatmencabutgugatannya,
maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;
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Mengingatsemua pasaldalam peraturan perundang-undangan dan
hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 000/Pdt.G/2024/PA
Pdg dari Penggugat;

2. MemerintahkanPanitera Pengadilan Agama Padang untuk mencatat
pencabutan tersebut tersebut dalam register perkara;

3. Membebankan kepada Penggugatuntuk membayarbiaya perkara ini
sejumlah Rp540.000,00 (lima ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan
Agama Padang pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan
tanggal23 Muharram 1446 Hijriyah oleh Dra. Hj. Yurni sebd¢gtiua Majelis,

Dra. Elfayaridan Drs. Asli Nasution, M.E.Sy, masing-masing sebagHliakim
Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuk:
untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebddn
didampingioleh Hj. Evi Sumarni, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti,
dengan dihadioleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota Ketua Majelis,
ttd ttd

Dra. Elfayari Dra. Hj. Yurni
ttd

Drs. Asli Nasution, M.E.Sy
Panitera Pengganti,

ttd
Hj. Evi Sumarni, S.H., M.H.

Perincian biaya :

Halamanb6 dari7 Halaman Penetapan Nomor 000/Pdt.G/2024/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 6



- Pendaftaran : Rp 30.000,00

- Proses :Rp 75.000,00

- Panggilan : Rp 385.000,00

- PNBP :Rp 30.000,00

- Redaksi : Rp 10.000,00

- Meterai : Rp 10.000,00
Jumlah :Rp 540.000,00
(lima ratus empat puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan
Panitera Pengadilan Agama Padang

Muhammad Rafki, S.H.
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